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Pemerintahan Daerah 

DPRD sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan kinerja 

pemerintah daerah dimaksudkan bahwa DPRD melakukan pengawasan 

terhadap peraturan daerah serta kinerja bupati dalam mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme 

(KKN). Kondisi pengawasan di Daerah nyaris tidak nampak dilihat dari 

perspektif sering terjadinya kasus korupsi yang kerap kali terjadi di daerah, 

bahkan tidak sedikit kepala daerah dan pelaksana pemerintahan di daerah yang 

terjerat kasus korupsi. Pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD dirangkai 

dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, 

pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang 

pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta 

reses. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang 

dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi 

secara kontinue beberapa aspek sebagai berikut: 1) Pengawasan terhadap 

peraturan perundang-undangan;2) Pengawasan terhadap pengadministrasian; 3) 

Pengawasan terhadap pelaksana kegiatan pemerintahan; dan 4) Pengawasan 

pembentukan tata pemerintahan yang bersih dari KKN.  
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Abstract 

DPRD as an institution that oversees regional regulations and the 

performance of regional governments is meant that DPRD conducts 

oversight of regional regulations and the performance of regents in 

realizing a clean government and free from the practice of Corruption, 

Collusion and Nepotism (KKN). The condition of supervision in the 

regions is almost invisible from the perspective of the frequent occurrence 

of corruption cases that often occur in the regions, not even a few regional 

heads and government executives in the regions are entangled in 

corruption cases. The implementation of DPRD supervision activities is 

structured in the form of hearings, working visits, the formation of a 

special committee, supervision on the management of goods and services, 

supervision on the procurement of goods and services and supervision on 

government performance and recess. In general, it can be said that the 

supervision carried out by the DPRD is carried out by the commission to 

continuously review, study and evaluate several aspects as follows: 1) 

Supervision of laws and regulations; 2) Supervision of administration; 3) 

Supervision of implementing government activities; and 4) Supervision of 

the formation of governance that is free from KKN. 
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PENDAHULUAN 

Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu 

keharusan. Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat 

Undang-undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat. Perubahan 

Undang-undang tentang keparlemenan mungkin merupakan sebagai tradisi politik menuju 

demokrasi. Karena, Konstitusi Negara modern membentuk organ-organ legislatif yang 

harus diterapkan oleh pengadilan atau organ pemerintah. 

Berdasarkan fungsi legislasi, di mana DPRD Kabupaten/Kota membentuk peraturan 

daerah bersama bupati/walikota. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, Pasal 236 ayat (2) Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama 

kepala Daerah. sementara itu dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a tugas dan wewenang DPRD 

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota. Ini berarti 

bahwa DPRD mengawasi Produk hukum daerah yang yang telah disepati bersama dengan 

kepala daerah yang dijalankan oleh kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di daearah 

kabupaten/kota. 

Kekurang harmonisan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagai akibat 

daripada pengawasan, dapat saja bersumber dari akibat dari perilaku pengawasaan itu 

sendiri yang seolah-olah bertindak sebagai pihak yang mencari-cari kesalahan, sehingga 

terjadi ketidakharmonisan. Sisi lain pihak yang diawasi seharusnya tidak perlu bersikap 

reaktif negatif, jika pekerjaan itu diawasi, sebab jika pihak yang diawasi (pemerintah daerah) 

tidak ada unsur kesengajaan melakukan penyimpangan terhadap pembangungan fasilitas 

infrastruktur, tentu tidak perlu kwatir kendatipun sedang diawasi. Penguatan posisi lembaga 

legislatif daerah yang kini dimiliki DPRD baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota 

cukup signifikan. 

Penguatan peran DPRD tersebut suatu hal yang harus didukung dalam penataan ilmu 

pemerintahan masa kini, sebagaimana upaya dalam menghindari sistem pemerintahan yang 

memberi tekanan kekuasaan. Oleh karena pelaksanaan pengawasan di dalam administrasi atau 

manajemen Negara/pemerintah sangat luas, maka perlu dibedakan macam-macam 

pengawasan tersebut, yakni: (1) Pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh aparatur yang 

ditugaskan melaksanakan pengawasan seperti BPKP, Irjenbang, Irjen Departemen dan aparat 

pengawasan fungsional lainnya di lembaga Pemerintahan Non Departemen atau Instansi 

Pemerintah lainnya; (2) Pengawasan politik, yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR); (3) Pengawasan yang dilakukan oleh BPK sebagai pengawasan eksternal 
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eksekutif;  (4) Pengawasan sosial yang dilakukan oleh mass media, ORMAS-ORMAS 

individu dan anggota masyarakat pada umumnya; dan (4) Pengawasan melekat, yakni 

pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya. 

Dilihat dari pendapat tersebut di atas yang membedakan lima (5) macam 

pengawasan, maka dalam bahasan ini tentu yang dimaksud pengawasan adalah 

pengawasan politik melalui DPR ataupun DPRD. Karena yang diawasi adalah Peraturan 

Daerah serta Peraturan Bupati, maka yang akan mengawasi adalah DPRD Kabupaten.  

Pengawasan DPRD merupakan pengawasan politik yang tentunya pengawasan yang 

mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat, karena DPRD merupakan representatif 

dari masyarakat. Dalam fungsi pengawasan, DPRD dapat memainkan peranan sebagai public 

services watch. 

Bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD adalah sepanjang pelaksanaan peraturan daerah sebagai produk 

bersama antara DPRD dengan Bupati. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap 

peraturan daerah dan peraturan bupati, tentu dipengaruhi oleh faktor internal dari pada 

pengawas itu sendiri seperti sumber daya manusia. Karena keterbatasan sumber daya 

manusia dalam melakukan pengawasan akan mempengaruhi hasil yang diawasi.  

DPRD sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan kinerja pemerintah 

daerah dimaksudkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta 

kinerja bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Setelah peraturan daerah itu 

dibuat bersama antara DPRD dan Bupati, maka DPRD masih perlu mengawasi atas 

berlakunya peraturan daerah, tersebut karena pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi 

DPRD dalam kesinambungan pemerintahan daerah, sehingga peraturan daerah dapat berjalan 

dengan baik. Serta pemerintah daerah dalam menjalan pemerintahannya selalu bermuara pada 

kepentingan rakyat, terbebas dari praktik KKN.  

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang demokratis dan akuntabel, merupakan isu yang sangat penting dan strategis. Hal tersebut 

sesungguhnya merupakan konsekuensi logis otonomi daerah yang semestinya memungkinkan: 

1) Semakin dekatnya pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat; 2) Penyelesaian 

masalah-masalah di daerah menjadi lebih terfokus dan mandiri; 3) Partisipasi masyarakat 

menjadi lebih luas dalam pembangunan daerah; dan 4) Masyarakat melakukan pengawasan 

lebih intensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
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Keempat faktor tersebut hanya dapat berlangsung dalam suatu pemerintahan yang 

demokratis dan akuntabel. Pelaksanaan otonomi daerah tanpa diimbangi dengan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel, pada hakekatnya 

otonomi daerah tersebut telah kehilangan jati diri dan maknanya. DPRD sebagai lembaga 

pengawas terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah seharusnya responsif dan 

menyiapkan langkah-langkah prepentif terhadap fenomena tersebut diatas. Namun pada 

kenyataannya, anggota dewan seakan terbius oleh berbagai interes kepentingan politik, larut 

dalam pusaran kekuasaan dan turut berkecimpung dalam pembagian pundi-pundi. 

METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang harus tepat dan sesuai dengan 

jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Adapun metode 

pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian yuridis empiris (socio-legal-

reserach). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian non-doctrinal, kajian empiris bersifat 

deskriptif, dan mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat 

berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Penelitian ini mempunyai spesifikasi deskriptif 

analitis. Deskriptif karena dengan memperoleh gambaran jelas, rinci, dan sistematis. 

Sedangkan analitis karena data yang diperoleh dianalisis untuk pemecahan masalahan yang 

terdapat dalam penelitian. Metode Analisis Data ialah Bahan yang diperoleh kemudian 

dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang 

berlaku. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, artinya 

dengan bertitik tolak pada aturan hukum yang berlaku yang berkembang melalui 

pembahasan dalam bahan sekunder. Kemudian dengan logika berpikir deduktif, maka 

semua bahan diseleksi dan diolah serta dianalisis dengan memaparkan apa adanya (deskriptif), 

maka dengan mengungkapkan permasalahan, juga dengan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wacana baru dalam rangka pengawasan yang dilaksankan DPRD terhadap 

Peraturan Daerah, sehingga dapat diketahui batasan-batasan pengawasan DPRD. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan salah satu fungsi manajemen 

untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah 

ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi 

pengawasan ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana 

pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme 

peringatan dini, untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. 
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Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk 

memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Di samping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain: (1) Menjamin agar 

pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana; (2) Menjamin kemungkinan tindakan 

koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan; (2) 

Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan; (3) Meyakinkan 

bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

Namun demikian, praktik good public governance pada fungsi pengawasan saat ini 

masih membutuhkan beberapa improvement agar dapat mencapai tujuannya tersebut. Fungsi 

pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal 

berikut: (1) Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi 

mekanisme check & balance yang efektif; (2) Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan 

kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah; (3) Penyusunan agenda 

pengawasan DPRD; (4) Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD; (5) 

Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan 

saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat 

pengawasan. 

Disadari pula bahwa untuk dapat mengadakan perbaikan, penataan, reformasi, atau 

transformasi DPRD dibutuhkan strategi yang tepat. Sebagai Lembaga Administrasi Negara 

yang bertugas dalam daerah otonom dalam kertas kerjanya mengajukan beberapa strategi yang 

diharapkan dapat diterapkan secara efektif pada sektor publik, yaitu salah satunya adalah 

pemberantasan KKN yang merupakan sebagai prasyarat penerapan good governance. 

Dalam mewujudkan clean government DPRD melakukan fungsi pengawasannya dan 

menerapkan komitmen dari seluruh komponen daerah dalam upaya pemberantasan KKN. 

Namun upaya Pemberantasan KKN tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata, 

diperlukan pula upaya nyata yang sungguh-sungguh baik dalam pencegahan, penanggulangan, 

dan pemberantasannya. Komitmen harus diwujudkan dalam bentuk strategi yang komprehensif 

yang mencakup aspek preventif (mencegah terjadinya korupsi dengan 

menghilangkan/meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang korupsi), detektif 

(mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi), dan represif (menangani atau memproses 

perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang 

dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan fungsi 
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pengawasan khususnya dalam pemberantasan KKN dilakukan untuk menghasilkan output yang 

merupakan terdapatnya suasana pemerintah daerah yang trasparan dan akuntabilitas, baik 

dalam proses pelaksanaan administrasi pemerintahan maupun dalam penganggaran. Maka 

dengan itu DPRD sebagai lembaga kontrol dari pemerintah daerah (kepala daerah) dilengkapi 

dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat 

kelengkapan DPRD, hak-hak DPRD dan anggaran DPRD yang mandiri.  

Kapasitas pengawasan juga dipengaruhi oleh hubungan struktural fungsional antara 

DPRD dengan partai politik, pemerintah dan masyarakat sipil. Dimana komposisi DPRD yang 

dominan dari partai yang juga mengusung kepala daerah yang terpilih sangat mempengartuhi 

keputusan yang diambil. Sehingga dari salah satu fungsi DPRD yakni sebagai fungsi 

pengawasan semua keputusan itu diambil tidak terlepas dari kepentingan politik dari pada 

komposisi partai dalam DPRD itu sendiri. 

Pengawasan yang dilakukan DPRD dilaksanakan secara bertahap yang diatur 

berdasarkan program kerja tahunan. Dimana pengawasan yang dilakukan terhadap 

implementasi dari pemberantasan KKN, pada dasarnya DPRD dapat mernjalankan dengan baik 

serta relatif kuat. Dimaa pngawasan juga dilaksanakan berdasarkan adanya indikasi suatu 

pelaksanaan pemerintahan yang menyimpang, sehingga DPRD melakukan pemanggilan 

terhadap Pemerintah Daerah yang biasanya mengandung dinas terkait, yang selanjutnya 

dilaksanakan peninjauan laangan jika diperlukan, dalam hal ini untuk melihat langsung atas 

implementasi suatu prroses administrasi pemerintahan di daerah. 

Bentuk Pengawasan DPRD 

Pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, 

kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan 

jasa, pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja 

pemerintah serta reses. 

Dengar pendapat  

Dengar pendapat adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan DPRD, 

Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus dengan Lembaga, organisasi kemasyarakatan, 

perusahaan/perorangan. Kegiatan dengar pendapat dilaksanakan sehubungan adanya dugaan 

penyimpangan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, atau peraturan daerah yang 

dianggap dapat merugikan negara atau masyarakat. Kegiatan dilaksanakan sehubungan adanya 

pengaduan dari masyarakat secara tulis maupun lisan atau hasil kunjungan yang dilaksanakan 

oleh DPRD. Untuk menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh DPRD atas suatu 

pengaduan maka terlebih dahulu dilaksanakan dengar pendapat.  



 

Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 3 No. 2 Desember 2021 Hal. 93-106 

100 
 

DPRD selalu melakukan dengar pendapat dengan dinas yang terkait yang berhubungan 

dengan pokok bahasan. Demikian halnya dengan implementasi kinerja pemerintah daerah, 

setelah kebijakan dilaksanakan maka dengar pendapat mengenai laporan pertanggungjawaban 

dilaksanakan. Pelaksana acara dengar pendapat, dilaksanakan oleh tergantung alat kelengkapan 

dewan yang mengundang. Atau tergantung pada persoalan yang dihadapi, sehingga dapat saja 

dilaksanakan oleh pimpinan, Komisi atau alat kelengkapan dewan lainnya. 

Kunjungan kerja 

Kunjungan kerja adalah serangkaian kegiatan alat kelengkapan DPRD untuk 

mengunjungi suatu tempat. Kunjungan kerja ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu 

dilaksanakan acara dengar pendapat maupun tanpa didahului acara dengar pendapat. 

Kunjungan kerja dilaksanakan untuk melihat lebih dekat atas suatu kegiatan pemerintah daerah 

atas kinerja yang telah dilaksanakan yang menyangkut dengan APBD. Dengan kunjungan kerja 

tersebut maka dapat diketahui lebih dekat tentang permasalahan yang sesungguhnya sehingga 

DPRD dapat membuat tindak lanjut. Kunjungan kerja dapat dilaksanakan oleh seluruh alat 

kelengkapan DPRD, yang pelaksanaannya diserahakan kepada alat kelengkapan yang 

bersangkutan. Kunjungan kerja DPRD adalah salah satu kegiatan DPRD dalam rangka 

melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Pembentukan Panitian Khusus 

Panitia Khusus DPRD yang selanjutnya disebut Pansus adalah yang dibentuk untuk 

pembahasan khusus tertentu Pimpinana DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang 

diperluakn berupa Pansus dengan keputusan Pimpinan DPRD atas usul dan pendapat anggota 

DPRD setelah mendengar pertimbangan musyawarah dengan persetujuan rapat paripurna. 

Pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa 

Pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa adalah kegiatan yang dialasanakan 

oleh komisi di DPRD. Pengawasan pengelolaan barang dan jasa sehubungan dengan 

pelaksanaan APBD, yang sifatnya prepentif, sehingga pengelolaan barang dan jasa dapat 

dimanfaatkan secara maksimal. 

Pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa 

Pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan DPRD  dalam 

rangka pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa agar pengadaan tersebut dapat sesuai 

dengan baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengawasan barang dan jasa (procuremen) 

sangat penting bagi upaya pelayanan layanan publik daerah. bidang ini masih mengalami bnyak 

bocoran dan korupsi sehingga menghasilkan layanan yang buruk, sumber daya yang mubazir 

dan menimbulkan banyak ketidakpuasan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki 
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proses pengawasan barang dan jasa daerah, tetapi nampaknya belum satupun upaya khusus 

untuk membuat kerangka hukum yang lebih kuat dalam memberikan sanksi, meningkatkan 

etika profesional dan membangun jaringan pemangku kepentingan dalam mengembangkan 

pengawasan publik terhadap pengadaan barang dan jasa. 

Reses 

Reses dilaksanakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota dewan yang 

bersangkuatan dan menyerap aspirasi masyarakat Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di 

luar masa sidang yang dilakukan Komisi, gabungan Komisi atau anggota DPRD secara 

kelompok baik di dalam maupun di luar Kabupaten termasuk Studi Banding ke luar Negeri. 

Kegiatan reses adalah salah satu bentuk pengawasan DPRD dalam mengawasi kinerja 

pemerintah daerah. karena dalam kegiatan ini setiap anggota DPRD baik secara kelompok 

maupun secara perorangan bertemu langsung dengan kostituen, sehingga dalam kegiatan reses 

sangat efektif dalam menampung aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian 

pelaksanaan reses akan mendapat masukan secara langsung atas pelaksanaan pemerintahan. 

Hasil dari reses selanjutnya akan dilaporkan kepada pimpinan dan seterusnya dibahas dalam 

sidang paripurna untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagai mana seharusnya. 

Mekanisme Pengawasan DPRD 

Ketika berbagai penjelasan yang berbeda-beda antar daerah digabungkan, pengawasan 

oleh DPRD pada dasarnya memenuhi rincian fungsional yang berlaku secara umum. Komisi 

mempunyai tugas melakukan pengawasan  terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan 

dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komi masing-masing. 

Berdasarkan Pasal tersebut bahwa komisi merupakan perpanjangan tangan DPRD 

dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari 

dan mengevaluasi secara kontinue beberapa aspek sebagai berikut: 

Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan 

Pengawasan DPRD menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan. 

Pengawasan meninjau apakah mereka dikasanakan sesuai dengan maksud lembaga legislatif. 

Lingkup ini tidak mendapatkan perhatian dan alokasi sumber daya yang cukup dari DPRD. 

Hampir tidak ada program atau kegiatan pengawasan  yang dilaksanakan oleh DPRD untuk 

menilai efektivitas pelaksanaan kinerja kepala daerah sebagai lembaga yang menjalankan 

pemerintahan. DPRD mengakui hal ini terjadi karena pemerintah daerah dianggap mempunyai 

kapasitas yang memdai untuk melaksanakan pemerintahan. Pengawasan internal juga perlu 

dilakukan ketika DPRD melaksanakan fungsi-fungsinya. Misalnya ketika ketika merumuskan 



 

Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 3 No. 2 Desember 2021 Hal. 93-106 

102 
 

peraturan perundang-undangan, DPRD harus melakukan pengawasan internal agar 

pertentangan Raperda yang sedang dibahas terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya 

atau perda lain yang dapat dihindarkan. 

Dalam kegiatan ini DPRD terlebih dahulu melakukan penilaian berdasarkan rapat 

Komisi yang juga dapat dilanjutkan dengan rapat dengan pimpinan untuk menilai tentang 

keefektifan pelaksanaan pemerintahan yang berhubungan dengan komisi masing-masing. 

Kemudian dari hasil penialian tersebut yang diputuskan dalam rapat, ditentukan apakah 

pelaksanaan pemerintahan yang ada efektif dilaksanakan, atau pelaksanaannya sesuai dengan 

keinginan dari pada peleksanaan pemerintahan itu sendiri. 

Pengawasan terhadap pengadministrasian. 

Pengawasan juga dilakukan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program-

program yang diciptakan dengan peraturan, seperti misalnya APBD. Dengan pengawasan ini, 

DPRD dapat merumuskan rekomendasi kebijakan apakanprogram pemerintah dapat 

dilanjutkan, diperbaiki atau perlu dihentikan. Pengawasan terhadapa pelaksanaan administrasi 

pemerintah seperti ini cukup sering dilaksanakan karena pada umumnya terkait dengan proyek-

proyek. 

Pengawasan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan prograprogram yang 

diciptakan dengan peraturan, dalam kegiatan ini DPRD melakukan pengawasan 

terhadapadministrasi pelaksanaan program. Dimana terlebih dahulu mengetahui tentang produk 

hukum yang berlaku, kemudian untuk menindaklanjuti pengawasan terhadap kegiatan yang 

berhubungan dengan produk hukum tersebut, maka DPRD perlu bersikap yakni jika produk 

hukum itu dianggap baik, maka DPRD merumuskan rekomendasi, tetapi jika dianggap 

bertentangan dengan kepentingan umum maka DPRD dapat memberikan saran untuk perbaikan 

atau dihentikan kegiatan dimaksud. 

Pengawasan terhadap pelaksana kegiatan pemerintahan. 

Pengawasan DPRD juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga dan pelaksanaan 

berbagai kegiatan lain di tingkat daerah, terutama jika mereka terkait dengan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan lain, termasuk penayagunaan sumber daya keuangan negara. 

Yang masuk dalam kategori ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala 

daerah dan pelaksanaan APBD. Keputusan kepala daerah mendapatkan penekanan yang jauh 

lebih kecil dalam pengawasan dibandingkan dengan pengawasan APBD. 

Pengawsan DPRD terhadap lembaga-lembaga lain yang terkait dengan peraturan 

perundang-undangan lain, serta termasuk pendayagunaan sumber daya keuangan negara, 

dimana kegiatan DPRD dalam hal ini, melakukan pengawasan langsung untuk mengetahui 
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apakah lembaga-lembaga tersebut dalam melaksanakan tugasnya masih sesuai dengan 

peraturan erundang-undangan yang berlaku. 

Pengawasan pembentukan tata pemerintahan yang bersih dari KKN 

Pengawsan juga dilakukan dengan pembentukan tata pemerintahan yang bersih dari 

KKN. Seharusnya DPRD melakukan pengawasan dlam rangka menciptakan pemerintahan 

yang bersih, sebagaimana fungsi pengawsan yang sesungguhnya adalah agar pemerintah daerah 

dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam hal ini jika sepanjang fungsi pengawasan 

DPRD itu dilaksanakan secara baik dan optimal, maka dengan pengawasan ini akan dapat 

tercipta pemerintah yang bersih dan terhindar dari korupsi. Namun sebaliknya jika pengawasan 

DPRD hanya sekadar formalitas, maka tidak akan terdapat peemerintahan yang bersih, 

kendatipun masih ada pengawas dari lembaga lainnya seperti BPK, inspektorat apalagi 

pengawasan internal tidak akan dapat berharap banyak terhadap pengawasan internal, dalam 

menciptakan pemerintahan yang bersih. 

Lembaga yang turut melakukan praktek korupsi tentu tidk dapat melakukan 

pengawasan yang baik, maka pengawasan seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh 

berdasarkan aturan yang ada.  

Sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh DPRD yang diantaranya adalah fungsi 

pengawasan, maka DPRD telah merencanakan sebuah rencana kerja untuk memudahkan para 

anggotanya dalam melakukan tugas serta kewajibannya, tujuan dari fungsi pengawasan itu 

sendiri yakni bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas ekskutif 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasaran yang diharapkan 

yaitu dapat terhimpunnya data yang akurat tentang pelaksanaan peraturan daerah daslam 

mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN. 

PENUTUP 

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam 

mewujudkan pemerintahan yang Bebas KKN dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, 

kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan 

jasa, pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja 

pemerintah serta reses. Komisi mempunyai tugas melakukan pengawasan  terhadap 

pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komi 

masing-masing. Berdasarkan Pasal tersebut bahwa komisi merupakan perpanjangan tangan 

DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, 

mempelajari dan mengevaluasi secara kontinue beberapa aspek sebagai berikut: a) Pengawasan 
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terhadap peraturan perundang-undangan; b) Pengawasan terhadap pengadministrasian; c) 

Pengawasan terhadap pelaksana kegiatan pemerintahan; dan d) Pengawasan pembentukan tata 

pemerintahan yang bersih dari KKN. 
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